PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 6 TAHUN 1963 (6/1963)
TENTANG
TELEKOMUNI KASI

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang:

a. bahwa perat uran- peraturan nengenai tel ekonmuni kasi yang berl| aku
dewasa ini tidak sesuai |agi dengan kebutuhan dan kemajuan
yang pesat di bi dang t ekni k pada umumya, di bi dang
t el ekonuni kasi pada khususnya;

b. bahwa ol en karena itu untuk kepentingan keamanan, kel ancaran
dan perkenbangan tel ekonuni kasi perlu di adakan peraturan baru
tentang tel ekonuni kasi ;

C. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :
1. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar
2. Ket et apan- ket etapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara

No. |I/MPRS/ 1960 dan No. I1/MPRS/ 1960;
3. Undang- undang No. 10 Prp tahun 1960;

Menmut uskan

Dengan nencabut : De Bepalingen ontrent de aanleg en het gebruik
van Telegrafen in Nederlandsch Indie (Stbl. 1876 No. 257) yang
di nyat akan berl aku juga bagi hubungan telepon (Stbl. 1926 No. 448)
dan yang tel ah diubah dan ditanbah terakhir dengan Stbl. 1927 No.
264 yo Stbl. 1928 No. 415;

Menet apkan :
Per at ur an Pener i nt ah Penggant i Undang- undang t ent ang
Tel ekonuni kasi .

BAB |
| STI LAH- | STI LAH

Pasal 1

Yang di maksudkan dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
ini dengan :

a. t el ekonmuni kasi ialah setiap penmancaran, pengiriman atau
peneri maan t anda- t anda, i syarat-isyarat, tulisan-tulisan
ganbar - ganbar dan suara-suara atau berita-berita dari setiap
j eni s- el al ui kawat , radio datau sistim elektromagnetik
| ai nnya;

b. al at tel ekonmuni kasi ialah setiap perkakas, perlengkapan atau

pesawat yang di per gunakan dal am  hubungan pel aksanaan
t el ekonuni kasi ;
C. per angkat tel ekonuni kasi ial ah sekel onpok al at tel ekonmuni kasi



yang nenungki nkan penyel enggaraan t el ekonuni kasi ;

d. sal uran tel ekomuni kasi ialah keseluruhan peralatan terdir
dari tunpuantunpuan beserta rangka dan isolator-isolatornya
kawat - kawat penghantar, kabel -kabel tanah atau kabel -kabe

udara yang dipergunakan wuntuk nmengalirkan listrik guna
t el ekonuni kasi ;

e. stasiun radio ialah satu atau bebeapa pesawat penmancar atau
pesawat penerinma atau suatu hubungan dari pesawat-pesawat
pemancar dan pesawat - pesawat peneri ma t er masuk

per | engkapannya, yang diperlukan disuatu tenpat unt uk
nmenyel enggar akan suatu di nas perhubungan r adi o.

BAB 11
I ZI N DAN LARANGAN

Pasal 2

(1) Dengan tidak nmengurangi Kketentuan-ketentuan yang termnmaktub
dal am pasal-pasal 3, 4, 5 6 dan 7 Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini setiap penguasaan, penasangan
serta pemakaian pesawat penmancar radio dan pengusahaan
per angkat tel ekonuni kasi dilarang tanpa nendapat izin terlebih
dahulu dari Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk
ol ehnya.

(2) lzin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka
wakt u sel ama-| amanya sepul uh tahun dan sekurang-kurangnya enam
bul an dengan kenungki nan di perbaharui apabila jangka waktu
t er sebut berakhir.

(3)1zin ternaksud pada ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat
di cabut ol eh penjabat yang di beri wewenang untuk nenberi izin
apabila ternyata syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini atau yang
tersebut dal am surat izin tidak di penuhi

(4) Syarat dan cara untuk nenperoleh izin termaksud pada ayat (1)
pasal ini diatur dengan Peraturan Penerintabh.

Pasal 3

(1)1zin seperti termaksud dalam pasal 2 Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini tidak diperlukan bagi instansi-
i nstansi Penerint ah.

Per usahaan Negara tidak termasuk dalamarti instansi Penerintabh.

(2) Penguasaan, pemasangan, pengusahaan, dan penmakai an perangkat
t el ekonuni kasi ol eh instansi-instansi Penerintah di atur dengan
atau atas kuasa Peraturan Penerintah.

Pasal 4

(1) Penguasaan, penmasangan, pengusahaan dan penakai an perangkat
t el ekonuni kasi ol eh kapal air berbendera asing, yang berada
di perairan Indonesia tidak diwajibkan nmemnta izin seperti
di mksudkan dalam pasal 2 Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini, kecuali kalau kapal itu tetap diusahakan
di perairan Indonesia nelebihi waktu yang ditentukan dalam



Per at uran Penerintah tentang perizinan termksud dal am pasal 2
ayat (4) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Perl engkapan, pemasangan, pengusahaan dan penakai an perangkat
t el ekonmuni kasi di kapal air yang berada diperairan |ndonesia
tidak di perkenankan nenyinpang dari ket ent uan- ket ent uan
pel ayar an yang ber| aku.

(3) Kapal berbendera asing, yang dinaksudkan pada ayat (1) pasal
ini, yang berada didaerah perairan pelabuhan dilarang
nmenper gunakan penancar radi o, kecual i untuk kepentingan
keadaan mara bahaya, berita-berita segera dan keamanan | al u-
i ntas pel ayaran.

Pasal 5

(1) Pengusaan, pemasangan, pengusahaan dan. penakaian perangkat
t el ekonuni kasi ol eh kapal udara asing, yang berada diw |ayah
I ndonesia tidak diwajibkan memnta izin seperti ternmaksud
dal am pasal 2 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
ini.

(2) Kapal udara sipil nasional atau kapal udara asing sel ama berada
di wi | ayah udar a at au per ai ar an | ndonesi a di | arang
nmenper gunakan pemancar radi o sel ai n untuk navi gasi, pengamanan
lalu-lintas wudara dan operasi udara secara efisien dan
ekonom s.

Pasal 6

I zin kepada perwakilan diplomati k negara asing di Indonesia untuk

nmendiri kan stasiun radio diberikan oleh Menteri Pertama atau

Menteri yang ditunjuk ol ehnya, atau wusul Menteri Luar Negeri,

dengan nenper hati kan azas tinbal -balik yang berl aku antar negara.
Pasal 7

Pemasangan dan penakai an pesawat penerinma tel ekonmuni kasi unt uk
siaran umum diatur tersendiri dengan atau atas kuasa Peraturan
Pener i nt ah.

BAB |11
PENYEL ENGGARAAN TELEKOMUNI KAS
DAN PENCEGAHAN GANGGUAN

Pasal 8

Dengan atau atas kuasa Peraturan Penerintah ditetapkan fasilitas
t el ekonmuni kasi yang di sel enggar akan ol eh Negara, swasta atau Negara
ber sana swast a.

Pasal 9

Penyel enggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan lalu- Ilintas
t el ekonmuni kasi dal am negeri diatur dengan atau atas kuasa Peraturan
Penerintah dengan nenperhati kan ket entuan-ketentuan internasional
seperti termaksud dalam pasal 21 Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni .



Pasal 10

(1) Segala perbuatan yang dapat neninbul kan gangguan terhadap
t el ekonmuni kasi di | ar ang.

(2) Dengan atau atas kuasa Peraturan Penerintah diatur cara-cara
nmencegah at au nmenghi | angkan gangguan- gangguan terhadap
t el ekonuni kasi .

BAB |V
PEVASANGAN, PEM NDAHAN DAN GANTI RUG

Pasal 11

(1) Ji ka untuk pemasangan al at-al at tel ekonmuni kasi untuk kepenti ngan
umum yang di sel enggar akan ol eh Negara di anggap perl u nel akukan
penggal i an, pengukuran, pem ndahan bangunan- bangunan atau
pemasangan tanda-tanda ditanah mlik seseorang, maka pemlik
penghuni atau penegang persil dengan nenyi npang dari ket entuan
yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 1961
(Lenbar an- Negara tahun 1961 No. 288) tentang Pencabutan hak-
hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, waib
menper kenankan, setel ah diberitahukan sekurang-kurangnya dua
kal i dua pul uh enpat jam sebel umya.

(2)Pem lik, penghuni, atau penegang persil yang persilnya dilintasi
sal uran tel ekonuni kasi waji b nenbi arkan penmasangan al at-al at
t el ekonmuni kasi dan alat-alat l|ain yang diperlukan baik atas
maupun di dal am t anah.

(3) Sal uran-sal uran tel ekonuni kasi beserta al at-al atnya yang nel al ui
atau berada ditanah mlik seseorang, tetap nenjadi mlik
negara atau badan swasta yang nendapat izin untuk mel aksanakan
pemasangan dan pengusahaan.

(4) Ketentuan seperti termaksud pada ayat (3) pasal ini berlaku juga
bagi yang dipasang sebelum Peraturan Penerintah Pengganti
Unndang-undang i ni berl aku.

(5) Petugas- petugas tel ekomuni kasi yang di sel engggar akan ol eh/ unt uk
Negara, setelah nenberitahukan kepada yang berkepentingan,
| el uasa kel vuar-nmasuk pekarangan- pekarangan untuk nel akukan
penggal i an dan nel akukan penotongan tunbuh- tunbuhan ditanah

seseorang untuk kepenti ngan peneli haraan, per bai kan,
per ubahan at au penbaharuan al at-al at tel ekonuni kasi yang sudah
ada.

Pasal 12

(1) ntuk kepentingan unum Menteri Pertama atau Menteri yang
ditunjuk ol ehnya dapat nmeneri ntahkan  penbongkaran dan
penyi ngkiran segala sesuatu yang nenghal angi kel ancar an
t el ekonuni kasi .

(2)Jika perintah yang termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak
di | aksanakan dal am waktu yang ditentukan, naka nereka yang
| al ai dalam hal ini nenanggung segal a bi aya yang ti nbul karena
kel al ai an tersebut.



Pasal 13

(1) ntuk kepentingan unum Menteri Pertama atau Menteri yang
di tunj uk ol ennya dapat nenerintahkan pem ndahan sal uran atau
per angka t el ekonuni kasi yang tel ah ada.

(2)Biaya pem ndahan seperti termaksud pada ayat (2) pasal ini
di bebankan kepada yang neinginkan pem ndahan saluran atas
per angkat t el ekormuni kasi tersebut.

Pasal 14
(1) Pemlik tanah, penegang persil, pemlik rumah atau penghuni nya
atau permntaan diberi ganti-rugi sebagai akibat penbongkaran
at au penyi ngki ran segal a setuatu dem kel ancar an

t el ekonuni kasi .
Penberi an dan besarnya anti-rugi termaksud pada ayat (1) pasal ini
di atur dengan atau atas kuasa Per aturan Penerintah.

BAB V
RAHASI A- BERI TA

Pasal 15

Dengan tidak nengurangi Kketentuan-ketentuan yang termnmaktub dal am
pasal 20 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini serta
pasal - pasal 322 dan 323 Kitab Undang-undang Hukum Pi dana, setiap
orang dilarang tanpa hak nenerima berita tel ekomuni kasi yang tidak

di peruntukkan bagi umum dan nengunmunkan isi, nenyatakan adanya
berita, nenyebarkan atau nenggunakan segala Kketerrangan yang
ber si f at at apun, yang di perol eh dari peneri maan berita

t el ekonuni kasi tanpa hak dan tidak diperuntukkan bagi  unmum
t er sebut.

BAB VI
PEMAKAI AN TELEKOMUNI KASI  UNTWUK  UMUM

Pasal 16

Setiap orang dapat nenpergunakan segala fasilitas tel ekonunikasi
yang terbuka bagi urmum dengan nenperhati kan ketentuan- ketentuan
yang ber| aku.

Pasal 17

Tarip tel ekonuni kasi dal am negeri, prioritas penggunaan fasilitas
t el ekonmuni kasi, dem kian pula ketentuan-ketentuan unmum tentang
hubungan tel ekonuni kasi yang di sel enggarakan untuk unmum diatur
dengan atau atas kuasa Peraturan Penerintah.

Pasal 18

Negara atau penegang izin tidak bertanggung-jawab atas kerugi an-
kerugian yang tinbul dalam penggunaan fasilitas telekonmunikasi
seperti termaksud dalam pasal 16 Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam



pasal - pasal 433 dan 434 Kitab Undang- undang Hukum Pi dana.
Pasal 19

(1) Dengan tidak nengurangi hak penggunaan fasilitas tel ekormuni kasi
t ersebut dal am pasal 16 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini  setiap berita atau percakapan yang isinya
nmenbahayakan kesel amatan negara, nengganggu ketertiban unmum
atau berlawanan dengan tata susila, dapat ditolak atau
di henti kan pengi ri mannya at au di henti kan kel anj uat an
per cakapannya.

(2) Al asan penol akan atau penghentian ternmaksud pada ayat (1) pasal
ini diberitahukan kepada yang ber sangkutan dan yang berwaj i b.

Pasal 20

(1) Apabila tinbul perang atau ada bahaya perang, ada huru-hara
di dal am negeri atau terjadi perang antara negara-negara asing
yang nenyangkut kepentingan Indonesia, Jaksa Agung atau
penjabat yang ditunjuk olehnya dapat nemnta penjelasan
tentang atau salinan/ul angan dari setiap berita tertulis atau
t er ekam

(2) Dal am rangka penyel esaian perkara pidana Jaksa Agung atau
penjabat yang ditunjuk ol ehnya dapat nenerintahkan kepada
setiap orang untuk nmenyerahkan berita-berita tertulis atau
t er ekam yang sekiranya dapat dijadi kan al at penbukti an.

BAB VI
HUBUNGAN | NTERNASI ONAL
Pasal 21
(1) Ket ent uan- ket ent uan t ent ang t el ekonuni kasi i nt er nasi onal
di t et apkan dengan atau atas kuasa Peraturan Penerintah dengan
nmenper hat i kan ket ent uan- ket ent uan dal am perj anjian
t el ekonmuni kasi i nternasional dan peraturan-peraturan yang
nmenyert ai nya serta perj anjian-perjanjian i nt er nasi onal

| ai nnya.

(2) Dengan nenper hati kan ket ent uan- ket entuan ter naktub pada ayat (1)
pasal ini, maka jika dianggap perlu Penerintah Republik
| ndonesi a dapat nmengadakan per set uj uan dal am  bi dang
t el ekonmuni kasi dengan peneri ntah negara asing.

BAB VI |
DEWAN TELEKOMUNI KAS

Pasal 22
Untuk kepentingan keamanan, kelancaran dan perkenbangan
t el ekonmuni kasi  di I ndonesia dibentuk suatu Dewan Tel ekonmunikasi
yang susunan tugas dan wewenangnya diatur dengan keputusan
Pr esi den.

BAB | X



KETENTUAN Pl DANA
Pasal 23

(1) Barangsi apa nel anggar ket entuan-ketentuan yang tersebut dalam
pasal - pasal 2 ayat (1), 4 ayat-ayat (1) dan (3), 5 ayat (2) 10
ayat (1), 11 ayat-ayat (1) dan (2) dan 15 Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini dipidana dengan kurungan sel ama-
| amanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu
rupi ah.

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang dil akukan
| agi ol eh terpidana didal am waktu satu tahun, setelah putusan
pi dana dij at uhkan ol eh Haki m terhaadap terpi dana tersebut dan
tel ah nmenmpunyai kekuatan nengi kat diancam dengan pidana
kurungan sel ama-|l amanya 1 tahun 4 bul an atau denda setinggi -
tingginya lima ratus ribu rupiah.

(3) Peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini tidak dapat nenetakan ancaman pidana
kurungan atau denda yang |ebih berat dari pada yang tersebut
dal am ayat (1) pasal ini.

(4)tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas tanggung-jawab
sesuatu badan  hukum penuntutan dilakukan dan pidana
di j at uhkan terhadap pengurus, kecuali apabila pengurus dapat
menbukt i kan bahwa ti ndakan itu tidak karena kesal ahannya.

(5)Semua alat tel ekonmuni kasi dan barang-barang |ainnya yang
di pergunakan untuk nel akukan tindak pidana tersebut dalam
pasal ini, dapat disita/diranpas.

(6) Ti ndak pidana yang di sebut dal am pasal ini adal ah pel anggar an.

Pasal 24

(1) ntuk nenyidik pelanggaran terhadap Peraturan Penerintah
Penggant i Undang- undang ini serta per at ur an- per at ur an
pel aksanaannya, sel ain petugas-petugas yang berwenang nenyi di k
tindak pidana pada unumya berwenang juga petugas-petugas
tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertama atau Menteri yang
di t unj uk ol ehnya.

(2) Petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini nelakukan penyidi kan
pel anggaran itu bersama-sama dengan petugas-petugas yang
berwenang nenyidi k tindak pidana pada umummya, kecuali dal am
hal keadaan nenaksa.

(3)Hal -hal lain yang erat hubungannya dengan penyidi kan ditetapkan
dal am peraturan pelaksanaan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang.

BAB X
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 25

Per at ur an- per at uran dan ket ent uan- ket ent uan nengenai tel ekonuni kasi
ber dasarkan Undang-undang, yang pada saat berlakunya Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang ini sudah ada, tetap berlaku
sepanj ang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut



ti dak bertentangan dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Peraturan
Tel ekonmuni kasi  dan nulai berlaku pada hari diundangkannya dan
menpunyai daya surut sanpai tanggal 1 Mei 1963.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.
Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1963
Pej abat Presiden Republik Indonesia,
ttd.
DJ UANDA
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1963
Menteri/Pj. Sekretaris Negara,
ttd.
A W SURJQAD NI NGRAT S. H.
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963
YANG TELAH DI CETAK ULANG

sunber : LN 1963/66; TLN NO 2559



